PENGERTIAN DAN SUMBER HUKUM KESEHATAN

Kesehatan menurut Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Kesehatan adalah
Keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis”. Disini penulis mengartikan isi pasal tersebut bahwa Pasien
wajib mendapatkan kesehatan secara fisik, mental, spritual maupun sosial,
karena pasien sudah pasti akan beraktifitas secara normal lagi jika Rumah
Sakit sudah menyatakan bahwa pasien dinyatakan sehat.

Dalam pengertian hukum kesehatan yang dibahas secara terperinci,
diungkapkan oleh beberapa ahli yang dapat dipahami, sebagai berikut:
1. Van Der Mijn mengungkapakan bahwa hukum kesehatan diratikan
sebagai hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan
kesehatan, meliputi: penerapan perangkat hukum perdata, pidana

dan tata usaha negara.

2. Leenen berpendapat bahwa hukum kesehatan sebagai keseluruhan
aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta
studi ilmiahnya.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum
kesehatan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur secara khusus
segala aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang
kesehatan. Dengan adanya hukum kesehatan tersebut tidak hanya
meluruskan sikap dan pandangan masyarakat, akan tetapi akan meluruskan
sikap dan pandangan kelompok dokter yang sering merasa enggan jika

berurusan dengan meja peradialan.



Hukum Kesehatan tidak hanya bersumber pada hukum tertulis saja
tetapi juga Yurisprudensi, Traktat, Konvensi, Doktrin, Konsensus dan
pendapat para ahli hukum maupun kedokteran. Hukum Tertulis, Traktat,
Konvensi atau Yurisprudensi, mempunyai kekuatan mengikat (the binding
authority), tetapi Doktrin, Konsensus atau pendapat para ahli tidak
mempunyai kekuatan mengikat, tetapi dapat dijadikan pertimbangan oleh
hakim dalam melaksanakan kewenangannya, yaitu menemukan hukum
baru.!
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Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis ”, melindungi secara
khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan
manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “health for all” dan perlindungan secara
khusus terhadap pasien “receiver” untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.?
Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-
masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan
(pasien) atau kelompok masyarakat.®

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya
menyatakan “Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan
langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak
dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima
pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam
segala aspek organisasi; sarana pedoman medis nasional/internasional, hukum di
bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran
kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum

kesehatan yang menyangkut pelayanan medis”.*

! https://tesishukum.com/pengertian-hukum-kesehatan-menurut-para-ahli/

% Cecep Triwibowo, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014,
him.16.

® Soekidjo Notoatmodjo, Etika dan Hukum Kesehatan , Rineka Cipta, Jakarta, 2010,
him.44.

* Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan,
Rajawali Pers, Jakarta, 2013, him. 11.



Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis
(undang-undang), namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat
ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin).’> Bentuk hukum tertulis atau
undang-undang mengenai hukum kesehatan diatur dalam:

a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU
No. 36 Tahun 2009).

b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut
UU No. 44 Tahun 2009).

c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya
disebut UU No. 29 Tahun 2004).

Asas-Asas Hukum Kesehatan

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan
yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih
umum.® Sedangkan menurut Eikema Hommes asas hukum tidak boleh dianggap
sebagai norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar

hukum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.”

Ada beberapa asas hukum di dalam ilmu kesehatan, yaitu:®

a. Sa science et sa conscience artinya ya ilmunya dan ya hati nuraninya. Maksud
dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh
bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan
pada pengaturan hak-hak dokter, dimana dokter berhak menolak dilakukannya
tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya.

b. Agroti Salus Lex Suprema artinya keselamatan pasien adalah hukum yang

tertinggi.

® Ta’adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC,
Jakarta, 2013, him. 5.
® Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 32
" Alexandra Indriyanti Dewi, Etika dan Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,
2008) hal. 166.
® Ibid, hal. 167.



C.

Deminimis noncurat lex artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele.
Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien maka hukum
tidak akan menuntut.

Res Ipsa liquitur artinya faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasus-
kasus malpraktek dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih
lanjut karena faktanya terlihat jelas.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang tenaga kesehatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan harus menggunakan ilmu dan hati nurani,

serta keselamatan pasien (patient safety) harus selalu diperhatikan dan dilindungi.

Tidak hanya itu pasien berhak menuntut ganti kerugian apabila tenaga kesehatan

melakukan tindakan yang merugikan dirinya.

Pihak-Pihak dalam Pelayanan Kesehatan

Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan untuk mengobati penyakit yang

diderita oleh pasien. Dalam mengobati penyakit itu ada beberapa pihak yang

terlibat didalamnya. Pihak-pihak yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan

tersebut, yaitu:

a. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak
dalam bidang kesehatan. Banyak pengertian mengenai arti rumah sakit itu. Pasal
1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2009 menyatakan mengenai pengertian rumah sakit
yaitu “instutusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,

rawat jalan, dan gawat darurat”.

Rumah sakit sebagai pihak yang melakukan pelayanan kesehatan memiliki tugas

dan fungsi secara jelas diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 44 Tahun 2009.



Tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna. Sedangkan fungsi rumah sakit, yaitu:

1) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan rumah sakit.

2) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan

4) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Rumah sakit memiliki beberapa jenis dan klasifikasi. Berdasarkan Pasal 18
UU No. 44 Tahun 2009, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan
dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dalam pada
Pasal 19 dijelaskan rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan
rumah sakit khusus. Rumah sakit umum yaitu rumah sakit yang memberikan
pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sedangkan rumah
sakit khusus yaitu rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu
bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan
umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Pada Pasal 20 UU No. 44 Tahun 2009, pengelolaannya rumah sakit dapat
dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik
adalah rumah sakit yang dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat dalam
Pasal 21 dijelaskan sebagai rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan
tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Pasal 24 UU No.
44 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan
kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah
sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan

rumah sakit. Klasifikasi rumah sakit umum terdiri atas rumah sakit umum kelas



A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, dan rumah sakit
umum kelas D. Sedangkan klasifikasi rumah sakit khusus terdiri atas rumah
sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, dan rumah sakit khusus kelas
C.g

B. Pasien
Pasien adalah seseorang yang memerlukan suatu pengobatan baik di rumah sakit
maupun balai pengobatan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 44
Tahun 2009, pasien memiliki pengertian yaitu setiap orang yang melakukan
konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Pasien
di rumah sakit dalam praktiknya menurut Pasal 1 angka 1 dikelompokkan ke

dalam berikut ini:

a) Pasien opname
Yaitu pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan dengan cara menginap
atau dirawat di rumah sakit atau disebut juga pasien rawat inap.

b) Pasien rawat jalan
Yaitu pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan tanpa mengharuskan

pasien tersebut dirawat inap.

C. Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan harus memiliki keahlian medis agar dapat memberikan
pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien. Dalam praktiknya tenaga
kesehatan terdiri dari:
(1) Dokter

® Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.340/Menkes/Per/111/2010 tentang
Klasifikasi Rumah Sakit (selanjutnya disebut Permenkes No. 340 Tahun 2010),



Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis
kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Pasal 1 Ayat (11) Undang-
Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter adalah suatu
pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi yang
diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat
melayani masyarakat.

(2) Perawat
Pengertian perawat diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri
Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/148/1/2010  tentang  Izin  dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat (selanjutnya disebut Permenkes No.
HK.02.02 Tahun 2010) yang menyatakan bahwa, “perawat adalah seseorang
yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan”.
Pasal 12 Ayat (1) Permenkes No. HK.02.02 Tahun 2010 menjelaskan tentang
kewajiban perawat, yaitu:
a. Menghormati hak pasien.
b. Melakukan rujukan.
c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan
pelayanan yang dibutuhkan.
e. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan.
f. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis.

g. Mematuhi standar.
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